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RINGKASAN
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Pemilihan umum adalah sebuah proses dimana rakyat memilih orang-orang yang mencalonkan diri pada
sebuah jabatan-jabatan politik tertentu. Sering dianggap sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat
sehingga diperlukan partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pelaksanaan pemilihan umum di setiap daerah
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia
pada umumnya dilaksanakan dan diawasi oleh salah satunya Badan Pengawas Pemilu dan lembaga lainnya
yang berwenang. Demi pelaksanaan pemilu yang efektif dari tahun ke tahun hukum kepemiluan terus
berganti-ganti, sampai yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berisikan kewenangan, tugas serta kewajiban
Bawaslu yang mencakup tugas menangani praktik pembelian suara atau Vote-Buying. Vote Buying adalah
salah satu pelanggaran dalam pemilu, fenomena yang sering terjadi bahkan penyebarannya terjadi begitu
cepat pertahun. Kasus-kasus Vofe Buying bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, wilayah yang sulit
terjangkau justru lebih mudah untuk mempengaruhi suara rakyat. Sehingga dalam hal ini Bawaslu, Sentra

Gakkumdu dan lembaga lainnya memiliki kewajiban untuk menangani kasus Vote Buying

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah penelitiam terhadap
sistematika hukum, yakni lebih mengembangkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat
terhadap pentingnya hukum dan politik dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan sifat
penelitiannya yakni penelitian perskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Untuk menganalisis isu hukumnnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi perpustakaan (library research). Bahan
hukum yang didapatkan melalui analisis berdaasarkan pada interprestasi hukum yang mengkaji banyak
hasil dari penelitian perpustakaan dan metode analisis bahan hukum yang dipakai adalah metode deduktif

berdasarkan argumentasi hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum mengalami perubahan disetiap tahunnya
sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup definsi pemilihan umum sampai dengan kewenangan,

tugas dan kewajiban Bawaslu didalamnya dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 104. Lalu terdapat Pasal 515
X



tentang vonis pelaku yang terbukti melakukan praktik Vote Buying, namun peraturan hukum kepemiluan
ini dianggap belum memuaskan karena tidak ada penindakan lanjut mengenai pelaku-pelaku tersebut.
Adanya kekaburan hukum dan lembaga yang berwenang membuat praktik Vote Buying ini menyebar begitu
luas di semua kalangan masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan yang tegas dari
lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Sentra Gakkumdu dan lain-lain. Pengawasan pemilu bisa dilihat
dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu
dengan mengatami, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Secara hukum, sehingga kehadiran Bawaslu yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat penting untuk mendorong partispasi masyarakat dalam pengawasan

dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu serta mendelegasikan tugas ke berbagai level.

Kolaborasi antara Sentra Gakkumdu dan Bawaslu penting untuk menegakan aturan pemilu, pengusutan
pelanggaran dan menjaga integrasi demokrasi di Indonesia. Seperti yang diketahui Sentra Gakkumdu diatur
dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 yang mendefinisikan perannya dalam
penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta memudahkan masyarakat melapor tentang pelanggaran,
termasuk praktik Vote Buying. Sentra Gakkumdu juga terdapat dalam Pasal 486 butir 1 dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan kerjasama antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terdapat pada Pasal
15-16 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun
2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam penanganan
pelanggaran pemilu, laporan yang masuk ke Sentra Gakkumdu harus memenuhi syarat materiil dan syarat
formil karena dari pengawas pemilu terkadang memiliki kekurangan baik secara materiil maupun formil.
Namun beberapa berdebatan dan perbedaan perspektif sering terjadi antara pengawas dan pihak Kejaksaan
serta Kepolisian terkait praktik Vote Buying apakah termasuk ke dalam tindak pidana pemilu karena

pendekatan hukum pidana umum juga dinilai menyulitkan tindakan terhadap kasus praktik Vote Buying.
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ABSTRAK

Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum memiliki banyak problematika salah satunya adalah Vote
Buying, sehingga di nilai Vote Buying adalah salah satu fenomena politik yang kerap terjadi dan angka
paling tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran lembaga
kewenangan Bawaslu dan lembaga lainnya dalam menghadapi praktif Vote Buying dengan berpatokan
kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan
menganalisa tata kerja Bawaslu dan kerjasama Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu dalam menghadapi
praktik Vote Buying menjelang pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan beberapa perspektif para ahli yang

dianalisis secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu sudah memiliki kewenangan, tugas serta
kewajiban sebagai lembaga berwenang dalam pencegahan praktik Jofe Buying berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun masih belum efektif, sehingga beberapa langkah
harus Bawaslu lakukan untuk menangani praktik Vote-Buying menjelang pemilu secara lebih terukur dan
teratur. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara efesien dan cepat, mengingat
praktik Vote Buying ini dapat menyebar lebih luas. Adapun tugas-tugas Bawaslu menangani praktik ini
berkerjasama dengan Sentra Gakkumdu yang memiliki kewenangan sama. Lebih lanjut kerjasama Bawaslu
dan Sentra Gakkumdu ini dapat dilihat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilithan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kata kunci (keyword) : bawaslu, vote buying, pemilihan umum
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan  dan/atau
Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan
Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan
Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor
1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.
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Bareskrim

BAWASLU

DPD

DKPP

DPR

DPR-RI

DPRD

GAKKUMDU

KPK

KPU

KTP

LAPOP

OTT

Panwaslu

Panwaslu LN

PDI-P

PEMILU

Polri

DAFTAR SINGKATAN

= Amerika Serikat

= Badan Reserse Kriminal

= Badan Pengawas Pemilu

= Dewan Perwakilan Daerah

= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
= Dewan Perwakilan Rakyat

= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

= Sentra Penegakan Hukum Terpadu

= Komisi Pemberantasan Korupsi

= Komisi Pemilihan Umum

= Kartu Tanda Penduduk

= The Latin American Public Opinion Project

= Operasi Tangkap Tangan

= Pengawas Pemilu

= Pengawas Pemilu Luar Negeri

= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

= Pemilihan Umum

= Kepolisian Negara Republik Indonesia
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